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KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

NOMOR : +b. t/2l%/h.rsp / v u/TAHUN 2023

TENTANC

PEDOMAN PERENCANAAN PENCAWASAN BERBASIS RISIKO

PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

INSPEKTUR DAERAH KOTA PDMATANG SIAN'I'AR

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan pern-vataan nomor 2OlO

Standar Audit Intem Pemerintah lndonesia, perlu

men5i usun rencana pengawasan tahunan dengan prioritas

risiko auditan:

b. bahr+'a sesuai dengan kebijakan penga$'asan tahunan _vang

setiap tahun ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri

memfokuskan pengawasan Inspektorat Daerah pada

prc,gram yang memiliki risiko tinggi;

c. bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

telah menetapkan keputusan tentang Pedoman

Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Bagi APIP Daerah

_"-ang menjadi panduan bagi APIP Daerah dalam menl'usun

rencana pengawasan baik pengawasan strategis maupun

pengawasan tahunan;

d. bahu'a berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,

huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Pedoman

Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Pada lnspektorat

Daerah Kota Pematang Siantar.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (lcmbaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan L€mbaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor I I Tahun 2020 tentang tentang Cipta Keia
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

2, Peraturan Pemerintah Nomor I 5 Tahun 1986 tentang

Perubahan Batas Wila-vah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II

Simalungun (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3328);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (l-embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 127, Tambahan

kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4890):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O 17 tentang

Pembinaan dan Pengaw'asan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor i Tahun

2077 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota

Pematangsiantar (L.embaran Daerah Kota Pematan gsiantar

Tahun 2O17 Nomor 1);

6. Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Bidang Pengau,asan Penyelenggaraan

Keuangan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pedoman

Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Bagi Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia

Nomor : PER-O1/AAlPl/DPNl2021 tentang Standar Audit

lntem Pemerintah;

8. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun

2022 lentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Keda Inspektorat Daerah Kota Pematang

Siantar.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETICA

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pedoman Perencanaan Pengauasan Berbasis

Risiko pada Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar

sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan

bagian vang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko

menjadi panduan dalam penyusunan Program Kela

Pengawasan Tahunan bagr lnspektorat Daerah Kota

Pematang Siantar.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

TUR
It

Pgmatang Siantar
!J Juli 2023
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LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
NoMoR : 7b.L / ztgL / tl{s?/ vill rAltuN 26:.3
TANGGAL : tSJuLI 1,a3
TENTANG :PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS

RISIKO INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANG
SIANTAR

BAB I.
PENDAHULUAN

A. l,atar Belakang
Dalam rangka menciptakan nilai tambah (value added) pada perbaikan

tata kelola (governance), manajemen risiko serta penguatan pengendalian,
Inspektorat harus memiliki strategi dan perencanaan pengawasan Jvarng efektif,
salah satunva melalui perencanaan pengawasan berbasis risiko.

Sesuai Standar Audit lntern Pemerintah Indonesia paragraf 20 I O,

Pimpinan APIP harus menyusun perencanaan Pengawasan lntern berbasis risiko
untuk menetapkan prioritas Pengawasan Intern sesuai dengan tujuan
organisasi. Standar tersebut menekankan bahwa Perencanaan Pengawasan
lntern harus didasarkan pada penilaian risiko yang terdokumentasi termasuk
risiko kecurangan (fraud), yang dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali
dan memperhatikan masukan Pimpinan Unit Organisasi. Hal tersebut
dimaksudkan agar Pimpinan APIP dapat memastikan sumber daya Pengawasan
lntern telah memadai dan cukup sefta dapat mengoptimalkan alokasi sumber
daya vang dimiliki secara efektif untuk mencapai sasaran perencanazrn
Pengawasan Intem. Untuk memenuhi kondisi tersebut, diperlukan sebuah
pendekatan secara sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan
berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi Pemerintah
Daerah. Pendekatan tersebut dikenal dengan istilah Perencanaan Pengau,asan
Berbasis Risiko (PPBR).

Untuk mencapai Level 3 Kapabilitas APIP, lnternal Audit Capabilit]' Model
(IA-CM) mens-"-aratkan agar Inspektorat mampu melakukan pengawasan pada
kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Hal ini dapat dilakukan apabila
lnspektorat memiliki perencanaan pengal{'asan yang berbasis pada risiko
auditan. Untuk itu, Pedoman Perencanaan Pengawasan Tahunan Berbasis
Risiko disusun sebagai acuan dalam melaksanakan proses perencanaan
penga,rvasan sehingga dapat menghasilkan tema-tema pengawasan 1'ang lebih
berkualitas dan memberi nilai tambah bagi stakeholders.

B. 1'uj uan

Pedoman ini disusun sebagai panduan bagi lnspektorat dalam men-vusun
perencanaan pen gawasan tah u nan yan g mengin tegrasikan rencana pen ga\r'asan
dengan implementasi manajemen risiko, dan dapat menghasilkan manfaat
dalam pelaksanaan Pengawasan intern secara efektif dan efisien sekaligus
mampu mencapai output pengaivasan intem yang berkualitas dan memberi nilai
tambah (value added) bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam
pen gambilan keputusan dan perumusan kebijakan.
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C. Sistematika

Sistematika dalam Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko ini
adalah sebagai beriku t:

I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, tujuan dan sistematika pembahasan
pedoman perencanaan penga\ iasan berbasis risiko.

II. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGAWASAN

Bab ini membahas tahapan dalam penyusunan perencanaan pengawasan
berbasis risiko.

III. PENILAIAN KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO

Bab ini membahas pemahaman Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintalr
Daerah, pen-v- usu nan/ pemu takhiran Audit Universe/ Peta Auditan, menilai
kematangan Manajemen Risiko, menentukan strategi pengawasan dan
komposisi pembobotan antara Register Risiko dan faktor Pertimbangan
Manajemen.

IV. PERENCANAAN PENGAWASAN

Bab ini membahas penentuan skor total Risiko Area Pengau'asan,
pemeringkatan prioritas area pengawasan dan penyampaian informasi
risiko, usulan kebijakan pengawasan dan usulan Program Kerja
Pengaw'asan Tahunan kepada Pimpinan Daerah.
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BAB II.

LANCKAH-LANCKAH PENYUSUNAN PERENCANAAN PENCAWASAN

BERBASIS RISIKO

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan PPBR meliputi
tahap I (Penilaian Kematangan Manajemen Risiko) dan tahap 2 (Perencanaan
Pengawasan) dari seluruh proses Pengawasan lntern Berbasis Risiko (PIBR).
Langkah-langkah _vang perlu dilakukan APIP dalam melaksanakan PPBR secara
umum -vaitu :

Tahap I - Penilaian Kematangan Manajemen Risiko
l. Memahami proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Menyusun/memutakhirkan Audit Universe/ Peta Auditan.
3. Menilai kematangan MR.
4. Menentukan Strategi Pengawasan dan Komposisi Pembobotan Antara Register

Risiko dan Faktor Pertimbangan Manajemen.

Tahap 2 - Perencanaan Pengaw'asan
l. Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan.
2. Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan.
3. Penyampaian Informasi Risiko, Usulan Kebijakan Pengawasan dan Usulan

Program Kerja Pengar*'asan Tahunan kepada Pimpinan Daerah.

Diagram Proses Penl'usunan Perencanaan Pengau'asan Berbasis Risiko

Kebijakan Pengawasan dan
PKPT

Strategi Penga.wasan dan
Komposisi Bobot

Peollaian Kcnetsng.a DIR

Memahami Proses Bisnis

Mcnyusun / memutakhirkan
Aduit Uniwrse

Menilai Kematangan MR

Diskusi Evaluasi
Dokumen Eva-luasi

RR

PereacrlaaE Petrtrrrstaa

Penentuan Skor Total
Risiko Area Penqawasan:

Inherent Risk

Iraktor Risiko

Pemeringkatan I+ioritas
Arca Pe nga.rvasan

Penyampaian Informasi
Risiko, Usulan Jakwas dan

Masukan dan Persetujuan
Kepala Daerah
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BA.E} III.

PENILAIAN KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO

A. Memahami Proses Bisnis di Lingkungan pemerintah Daerah

langkah pertama dalam proses menilai kematangan MR Laitu
lnspektorat memahami proses bisnis di iingkungan pemerintah Daerah. untuk
memperoleh pemahaman atas proses bisnis pemda, Inspektorat dapat
melakukan kegiatan pengumpulan dan penelaahan dokumen, seperti:
I . Doku men Perencanaan (RPJM N-RPJ MD- Ren stra- Renja-RKT-ApBD- DpA).
2. Peraturan-peraturan terkait tugas dan kewajiban pemda.
3. Mekanisme Pelaporan Akuntabilitas.
4. Struktur organisasi, tata laksana dan tanggungjawab masing-masing satuan

ke{a.
5. Kebijakan Pemerintah Provin si /Kabupaten / Kota terkait manajemen risiko.
6. Register risiko.
7. Temuan hasil audit ekstemal/internal, pengaduan masyarakat, kasus

hukum, berita media massa.
8. Informasi-informasi lain yang berkaitan dengan pencapaian tujuan Pemda.

Pemahaman proses bisnis diperlukan untuk memudahkan
pengkategorian )-ang digunakan Inspektorat Daerah dalam men-vusun peta
auditan dan memastikan area pengawasan yang dimasukkan ke dalam peta
auditan masih relevan.

B. Menyusun/Memutakhirkan Audit Universe/ Peta Auditan

Langkah-langkah pen-yusunan/pemutakhiran peta auditan adalah
sebagai trerikut:

1. Kelompokkan area pengawasan

Pengelompokan area pengawasan membarltu Inspektorat dalam
mengidentifikasi dan memperbandingkan prioritas pengau'asan.
Pengelompokan dapat dilakukan :

a. Berdasarkan tujuan. Contoh : Area pengawasan adalah seluruh
sasaran / program prioritas dalam RPJMD;

b. Berdasarkan risk owner. Contoh: Area pengawasan adalah risiko kepala
daerah, risiko pejabat eselon 2 atau risiko pejabat eselon 3dan 4;

c. Berdasarkan satuan ker-ja. Contoh: Area penga&'asan adalah satuan
kerja tingkat OPD/Kecamatan/BUMD/Lainnya atau satuan ke{a tingkat
Puskesmas/ Sekolah / U PTD lainnya;

d. Berdasarkan proses. Contoh: Area pengawasan adalah proses
pengelo'laan SDM, proses pengelolaan BMD. dan sebagainya.

2. Kumpulkan data relevan per masing-masing kelompok area pengawasan.

3. lnventarisasi informasi tambahan terkait area pengawasan, sebagai contoh
informasi terkait anggaran dan atensi masl'arakat baik di media sosial
maupun media massa (elektronik dan/atau cetak), temuan dan tindak
lanjutnya, potensi fraud dan kasus hukum serta informasi-informasi
lainnya.
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Peta auditan disusun pertama kali pada tahun yang sama dengan saat
Pemda menl'usun RPJMD dan register risiko strategis Pemda. peta auditan akan
dimutakhirkan seLiap tahun untuk memastikan peta auditan masih relevan.
Contoh kertas kerja pen1iusunan peta auditan disajikan pada Lamplran l Audlt
Unlverre .

C. Menilai Kematangan Manajemen Risiko

Setelah menyusun/memutakhirkan peta auditan, APIP menilai
kematangan MR satuan kerja (OPD/Kecamatan/BUMD/Satuan ke4a l-ain)
dengan langkah-langkah sebagai berikut:

l. I^akukan diskusi untuk memperoleh gambararl mengenai pemahaman
pimpinan dan manajemen terhadap kematangan MR

Auditor perlu berdiskusi dengan pimpinan satuan kerja dan para
pengelola risiko untuk mengetahui pemahaman pimpinan dan jajaran
manajemen mengenai maturitas MR; apa yang sudah dilakukan organisasi
untuk meningkatkan kematangan MR; apakah pengelola risiko merasa vakin
bahrva register risiko sudah menyeluruh; dan apakah pimpinan dan jajaran
manajemen telah menyadari tanggung jawabn-v-a untuk mengidentifikasi,
menilai, menangani serta memonitor kerangka kerja MR dan respons pada
risiko. Diskusi dapat dilakukan secara langsung (bertemu fisik) maupun
melalui media (telepon, daring, dsb).

2. Dapatkan dokumen terkait MR
Untuk mendukung informasi dari hasil diskusi. auditor perlu

memperoleh dokumen yang relevan dengan penilaian kematangan MR.
Dokumen-dokumen tersebut meliputi dokumen yang menunjukkan berbagai
informasi ]'ang terkait dengan manajemen risiko, seperti tujuan organisasi,
bagaimana risiko dianalisis dari sisi dampak maupun keterjadian, proses
penilaian risiko, selera risiko orgarlisasi, bagaimana manajemen
mempertimbangkan dan memandang risiko dalam penentuan keputusan.
dan register risiko.

3. Melakukan evaluasi register risiko

Untuk satuan kerja )ang belum pemah dilakukan penilaian
kematangan MR atau satuan ke{a yang kematangan MR-nya masih berada
pada [,evel 1,2, dan 3, APIP harus memastikan bahwa semua risiko telah
diidentifikasi, penilaian dampak dan kete{adian telah dilakukan dengan
memadai, dan pengendalian 1'-ang memadai telah diterapkan. Untuk itu APIP
perlu melakukan evaluasi register risiko dan rencana pengendalian yang
telah ada. Adapun langkah-langkah dalam evaluasi register risiko dan
rencana pengendalian adalah sebagai berikut:

a. Dapatkan kebijakan manqjemen risiko yang berlaku pada Pemerintah
Daerah;

b. Dapatkan dokumen perencanaan terkait tujuan Pemerintah Daerah
sampai dengan tujuan area pengawasan (RPJMD-Renstra-RKPD-Renja-
DPA);

c. Dapatkan Dokumen register risiko terbaru yang sudah di update;
d. Dapatkan informasi-informasi terkait proses bisnis organisasi dan data-

data historis seperti: hasil audit sebelumn-va, laporan capaian kinerja
organisasi, kejadian-kejadian penting yang pemah dialami organisasi,
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dan informasi-informasi penting/kredibel lainnta yang dapat dijadikan
rujukan;

e. Lakukan analisis atas ketepatan penetapan konteks, baik tingkat
slrategis Pemda, tingkat strategis OPD maupun tingkat operasional OpD,
termasuk menguji keselarasan penetapan risiko, apakah risiko-risiko
.vang ditetapkan telah selaras dengan konteks tujuan dan sasaran
strate gis Pemerintah Daerah ( R PJ M D- Renstra) ;

f. Lakukan evaluasi ketepatan perumusan risiko apakah risiko yang
teridentifikasi telah menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan
bagaimana sesuatu dapat terjadi (4WlH), sehingga berpotensi
berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Pastikan bahrva risiko
bukanlah negasi tujuan (membalik tujuan);

g. Laku kan evaluasi apakah penyebab te{adinya risiko telah
mencerminkan penyebab hakiki (root cause), sehingsa pengendalian
risiko dapat langsung "menghilangkan" akar penyebab risiko. Akar
penvebab te{adinya risiko biasan_va mengarah pada kurangn_r'a sumber
daya 5M (Man, Mone-v, Machine, Method, Materials);

h. [a.ku kan analisis apakah penetapan tingkat teqjadinya risiko
(probabilitas) dan dampak terjadinya risiko telah sesuai dengan data-
data historis dan pembandingan (benchmarking) kondisi serupa di
tempat lain serta informasi-informasi penting/kredibel lainnya yang
dapat dijadikan rujukan. Bandingkan tingkat kemungkinan te{adin-va
risiko dan dampak terjadinya risiko pada register risiko dengan kriteria
!'ang terdapat pada kebijakan MR Pemda;

i. Lakukan analisis apakah pengendalian yang direncana,kan mampu
"menghilangkan/mengurangi" penyebab te{adinya risiko yang dapat
menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak
teqjadinya risiko;

j. takukan rawancara dan konfirmasi untuk memastikan pengujian atas
tahapan identifikasi risiko. mulai dari prosesnya, apakah telah
melibatkan pihak yang memang memahami risiko, apakah risiko telah
diidentifikasi mulai dari menganalisis tujuan. identifikasi
kegiatan/program untuk mencapai tujuan, serta mengidentifi kasi risiko
]-ang melekat pada setiap kegiatan/program -vang menghambat
pencapaian tujuan tersebut. Apakah penetapan risiko operasional OPD.
risiko strategis OPD dan risiko strategis Pemerintah Daerah telah tepat,
apakah masih ada risiko kunci/utama/signifrkan yang belum
diidentifikasi oleh manajemen;

k. I-akukan klarifikasi terhadap kejadian-kejadian penting -vang terjadi
setelah tanggal perumusan register risiko sampai dengan saat evaluasi
keandalan register risiko yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian
tujuan organisasi, termasuk risiko yang jarang tedadi nalnun
dampaknya sangat besar, bagaimana manajemen memantaunva; dan

l. Lakukan pembahasan hasi-l evaluasi dengan satuan kerja pemilik risiko.
Diperlukan prosedur agar auditor dapat menyampaikan
permasalahan/isu yang ditemukan dan prosedur untuk memperoleh
persetujual manajemen untuk meng-update register risiko. Dalam
bertindak, auditor harus menegakkan prinsip dasar bahwa
manajemenlah _v-ang bertanggung jawab untuk mengelola risiko. Register
risiko hasil evaluasi perlu divalidasi/disetujui oleh pihak -v*ang berwenang
sesuai tingkat risikon-va (pimpinan-pimpinan satuan ke{a terkait, dan
apabila risiko strategis Pemda divalidasi oleh Kepala Daerah).
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Catatan : Jika pada saat penrystnan register risiko d"an rencana
pengendalian telah difasilitasi oleh APIP atau pilnk berkompeten lainnya, dan
jedo waktu antara penausunan register ri"siko d.an eualuasi register ri-siko
tidak terlalu jaulq auditor tid.ak perlu melakukan evaluasi register ri.siko dan
rencana pengendalian secara mendalam. Audilor cukup melak.tkan scanning
apakah terdapat hal-hal gang perlu menjadi perhatian.

Contoh kertas kerja hasil evaluasi register risiko dapat ditihat pada
Lampiran 2 Evaluarl RR.

4. Men_vimpulkan tingkat kematangan MR

Auditor menggunakan informasi dari hasil diskusi dan pemahaman
dokumen untuk menilai dan menyimpulkan tingkat maturitas MR satuan
ke{a. Auditor menyimpulkan tingkat maturitas MR ke dalam 5 tingkatan
yaitu: risk naive; risk aware; risk defined; risk managed; atau risk enabled
dengan memperhatikan karakteristik sebagaimana ditunjukkan pada Tabel
3.1.

Tabel 3.1. Karakteristik Kematangar MR Setiap Leve

'No Level Kematangan Karakteristik trvel
Risk Naive

(level I )

Organisasi dengan tingkat kematangan I

manajemen risiko risk naive belum memiliki l

pendekatan formal dalam menerapkan
man men risiko
Organisasi dengan tingkat kematangan

,mana,iemen risiko Risk Aware memiliki
karakteristik Pendekatan Manajemen risiko
yang mallh_qilo
Organisasi ]'ang risk defined telah memiliki
strategi dan kebijakan terkait manajemen
risiko serta telah dikomunikasi.
diimplementasikan dan manajemen organisasi

Lr"&elelah menet4p-kan selera risiko

2 Risk Arvare
(Level 2)

3 Risk Defined
(kvel 3)

+ Risk Managed
(kvel .4)

i Organisasi dengan status risk managed telah
menggunakan pendekatan secara menyeluruh
(enterprise approach ) dlam mengembangkan
managemen risiko. Organisasi juga telah
mengkomunikasi penerapan manajemen
risiko -_-l

gan i5 Organisasi dengan tingkat kematan
manajemen risiko risk optimized memiliki
karakteristik utama -vaitu manajemen risiko
dan pengendalian internal telah sepenuhn_r'a
menyatu pada kegiatan operasional

L-- L--- - l ptepi!3!i, - ._-----
Sumber: RBIA, IIA (2014)

Sebagai langkah awal penerapan PPBR, dalam penilaian kematangan
Manajemen Risiko, APIP dapat mengadopsi Skor Maturitas SPIP satuan kerja
1'ang bersangkutan. Skor maturitas SPIP yang digunakan adalah skor
maturitas SPIP secara menyeluruh (kelima unsur) bukan hanya pada elemen 2
yang terkait dengan penilaian risiko. Namun, apabila satuan kerja belum
memil'iki skor maturitas SPIP, APIP dapat menggunakan skor maturitas SPIP
Pemda.

Risk Enablend
(trvel 5)

l

10

1



Hubungan tingkat kematangan maturitas Splp
kematangan manajemen risiko tergambar sebagai berikut:

dengan tingkat

Tabel 3.2. Irvel Maturitas SPIP Dihubungkan dengan Level Kematangan
Manajemen Risiko

l,evel SPIP Maturitas Sfl Skor Kematangan MR
l<skor<2 Risk naiue
2sskor< Risk a uare

r3<skor< Rtuk De

Level MR
ilf --a-3

2
J

4L
I

l4---r--
<skor<5 rQsk ma ',4

5 5 Risk enabled 5

D. Menentukan Strategi Pengawasan dan Komposisi Pembobotan Antara Register
Risiko dan Faktor Pertimbangan Manajemen

Setelah APIP mendapat kesimpulan tingkat kematangan manajemen risiko
organisasi atau satuan ke{a, maka APIP menentukan (1) strategi pengau'asan (

overall audit stratesr) dan (2) komposisi penilaian antara register risiko dan
faktor pertimbangan manajemen.

1. Strategi Pengarvasan

Strategi pengawasan intem berbasis risiko dibedakan menjadi tiga
kelompok:

a) Satuan Ke{a (OPD/Kecamatan/BUMD/Satuan Ke{a [a.in) dengan
kematangan MR rendah (L,evel 1 dan Level 2)

Metode pengawasan yang dapat diterapkan adalah assurance dengan
pendekatan control based atau process based, dan melakukan fasilitasi
bagaimana menerapkan manajemen risiko untuk mendorong perbaikan
governance, risk dan control satuan ke{a dan organisasi.

b) Satuan keda dengan kematangan manajemen risiko sedang (Level 3)

Metode pengawasan _v-ang dapat diterapkan adalah assurance control
based dan process based dan risk-based auditing (pengawasan berbasis
risiko) untuk perbaikan efektivitas pengendalian. Fasilitasi masih
diperlukan utamanya untuk mendorong intemalisasi manajemen risiko
dalam proses bisnis.

c) Satuan kerja dengan maturitas manajemen risiko tinggi (lrvel 4 dan level
5)

Metode pengawasan vang diterapkan adalah penga\.r'asan atas efektivitas
manajemen risiko secara keseluruhan (risk-management based auditing)
dan risk-based serta masih dimungkinkan untuk melaksanakan control
based dan process based. Sedangkan fasilitasi dilakukan sesuai dengan
kebutuhan.

Tabel 3.4 Perencanaan Strategi pengawasan (overall audit strateggl

Jenis Pengawasan
t evel MR _1

I

Assurance

- Control Based Audit
- Proccess Based Audit

Consulting

Fasilitasi penerapan MR
sesuai Kebijakan MR Pemda,2
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---T---
Jenis Pengawasan

Level MR !
Assurance

Control Based Audit
Poccess Based Audit
kisk-based Audit

+
Control Ba,sed Audit
Proccess Based Audit
Risk-based Audit

S . - Risk management-based

Consulting
Fasilitasi dalam
internalisasi MR.)

rangka
dalam

t-

roses bisnis

Fasilitasi dilakukan sesuai
kebu tuhan

+----.i

r __-_-l- A.L_,.dil

2. Komposisi peniiaian antara register risiko dan faktor pertimbangan
manajemen

Penetapan komposisi besamya Perlimbangan Manajemen (faktor
risiko) dalam penentuan a-rea pengawasan berbanding terbalik dengan nilai
kematangan manajemen risiko. Ketika kematangan MR sudah semakin
matang, maka bobot penggunaan Register Risiko (RR) dan Rencana Tindak
Pengendalian (RTP) akan semakin meningkat serta bobot prtimbangan
Manajemen semakin berkurang. Penetapan komposisi tersebut diatur
melalui kebijakan Inspektur (Pedoman PPBR) setelah mendapat masukan
dari Pimpinan Daerah. Dalam hal ini, APIP sangat disarankan untuk
mendorong penerapan manajemen risiko dengan menggunakan register
risiko suatu area pengawasan dengan mengevaluasi dan mengintegrasikan
dengan strategi/ rencana pengawasan APIP.

Contoh ponerapen :

a. Jika tingkat kematangan MR rendah (Ievel I dan Level 2). maka RR

setelah dievaluasi oleh APIP bobot RR 1,ang ditetapkan adalah 409i, dan
bobot faktor- faktor pertimbangan manajemen sebesar 60010;

b. Jika tingkat kematangan MR telah mencapai kvel 3, maka RR setelah
dievaluasi oleh APIP diberikan bobot 70olo dan bobot faktor-faktor
pertimbangan manajemen 3O7o;

c. Jika tingkat kematangan MR tinggi (Level 4 dan 5), maka RR manajemen
OPD dapat diandalkan sehingga bobot RR yang ditetapkan adalah 90oln

dan bobot faktor-faktor pertimbangan manajemen sama dengan 10p/o;

dan

d. Pada kondisi suatu area pengau'asan belum menerapkan manajemen
risiko, belum memiliki register risiko, APIP menggunakan seluruhnya
( I 00%) faktor-faktor Pertimbangan Manajemen (faktor risiko).

Contoh kertas kerja simpulan kematangan MR dan pembobotan register
risiko disajikan pada Lamplran 3 Kematangan UR dan Pembobotan
Reglrtor Rtdko.
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BAB IV.

PERENCANAAN PENCAWASAN

A, Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan

Dalam menentukan skor total risiko area pengawasan, APIP Daerah
mempertimbangkan sumber informasi yaitu (l) risiko bawaan (lnherent risk)
dalam Register Risiko dan (2) faktor-faktor pertimbangan manajemen (faktor
risiko). Contoh penentuan skor total risiko area pengawasan sebagaimana tabel
4.1.

Tabel 4.1. Contoh Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan
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Keterangan:
(l) Nomor urut
(2) Nama area pengawasan
(3) Nilai Inherent risk yang terdapat pada register risiko
{4} Skala dari Nilai Inherent risk (dapat dilihat pada tabel 4.3)
(5) Bobot Nilai Inherent risk berdasarkan tingkat kematangan MR
(6) Perhitungan skala Faktor- Faktor Pertimbangan Manajemen (dapat dilihat

pada tabel 4.3)
(7) Skala gabungan dari Faktor-Faktor Penimbangan Manqiemen
(8) Bobot Nilai Faktor- Faktor Pertimbangan Manajemen berdasarkan tingkat

kematangan MR
(9) Total risiko yaitu penjumlahan antara skala Inherent risk dan skala Faktor-

Faktor Pertimbangan Manajemen yang telah dikalikan bobotnl'a masing-
masinS.

Pertimbangan Inherent risk dalam Register Risiko

APIP Daerah dapat menggunakan inherent risk berdasarkan hasil
penilaian risiko dalam register risiko apabila skor kematang,an MR organisasi
berada pada level 4 atau 5. Terhadap organisasi dengan tingkat kematangan
manajemen risiko di bau'ah level 4, API P Daerah terlebih dahulu
mengevaluasi register risiko sebelum nilai inherent risk digunakan dalam
perencanaan penga\r'asan sebagaimana dijelaskan pada Bab lll. Hubungan
tingkat kematangan MR dengan penggunaan skor inherent risk untuk
menentukan skor total risiko area pengawasan disajikan pada Gambar 4.1.

ri,l ,tut tR3 FR4 ?R3 SlrL
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Peniloir.',
Tingkat
Risiko

Analisis Risiko

Risiko Inherent
dan penge ndalian

Risiko

Register Risiko

Tingkat Risiko

Evaluasi Register dan
pengendalian Risiko

RR dan
Pengendalian

Risiko

TOTAL RIAIKO

Nilai Risiko inhercnl

Pe meringkatan Area

Prioritas Pengar*,asan

Cambar 4 .1. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko dan penggunaan
Register Risiko

Dalam rangka menentukan skor total risiko area pengawasan, apabila dalam
satu area pengawasan terdapat lebih dari satu ri siko teridentifikasi. APIP
perlu menggabungkan (komposit) nilai risiko area penga$'asan tersebut. Hal
ini perlu dilakukan agar nilai risiko masing- masing area pengawasan dapat
diperbandingkan. Cara yang dapat dilakukan APIP untuk menggabungkan
nilai risiko adalah dengan mengkalikan Rata-rata kvel Kemungkinan (RLK)
dan Rata-rata Lrvel Dampak (RLD) dari seluruh risiko teridentifikasi dalam
area penga$,asan tersebut.
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Tabel 4.2. Contoh perhitungan nilai risiko komposit area pengawasan

No Area Pengawasan Daftar
Risiko

Level
Dampak

level
Kemungkinan

Besaran
Risiko RLD RLK

Nilai
Risiko

Komposit

1 Area Pengawasan 1

Risiko 1 4 3 12
4,33 2,67 11,56Risiko 2 5 10

Risiko 3 4 3 l2

Area Pengawasan 2
Risiko 1 2 5 10

4,33 10,09Risiko 2 3 3 9
Risiko 3 2 5 10

3 Aiea Perr.Rawasan 3 Risiko I 3 5 15 3,00 5.00 15.00

4 Area Pengawasan 4
Risiko 1 5 3 I5 4,50 4,OO 18,OORisiko 2 4 5 20

2. Faktor-faktor Pertimbangan Manajemen (faktor risiko)

Disamping inherent risk pada area pengawasan, untuk mennmpung
adanya permintaan-permintaan yang merupakan prioritas manajemen serta
kebutuhan APIP seperti pengalaman, kemampuan SDM dan lain-lain, APIP
dapat menggunakan faktor risiko untuk menyeleksi area pengawasan yang
akan menjadi objek pengawasan. APIP dapat menggunakan faktor risiko
yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari APIP. APIP dapat
mengembangkan fal<tor risiko yang tepat untuk area pengawasan di Pemda
berdasarkan ciri-ciri operasinya. Informasi yang digunakan auditor untuk
menentuk.rn faktor risiko dapat diperoleh dari beragam sumber yang
bervariasi, misalnya dari pengamatan atas hasil pengawasan sebelumnya
atau dari hasil konsultasinya dengan Kepala Daerah. Agar penggunaannya
konsisten, faktor risiko dan kriteria penilaiannya harus dibakukan dalam
suatu daftar kriteria penilaian. Auditor intern dianjurkan menggunakan
faktor risiko sejumlah 5 sampai dengan 7 faktor risiko (AAIPI, 2018).

Berikut falrtor risiko yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kota Pematang
Siantar untuk menilai risiko suatu area pengawasan antara lain:

a. Anggaran

Semakin tinggi anggaran dalam suatu area pengawasErn, maka akarr
semakin tinggi pula skor untuk menjadi objek pengawasan.

Tabel 4.3. Perhitungan Skala dan Risiko Inheren Faktor Anggaran

No. Uraian Skala Risiko Inheren

1 Perbandingan
terhadap total
progdm < 2o/o

anggaran
jumlah

program
anggarar

1 1-5

Perbandingan
terhadap total
program < 5olo

anggaran
jumlah

program
anggaran

2 6- 10

3 Perbandingan
terhadap total
program < 1O7o

anggarErn
jumlah

Program
anggarall

3 1l-15

4 Perbandingan
terhadap total
program < 157o

ErngSaran
jumlah

program
anggzrran

4 t6-20

15

I

I

I

I

1,,

I



No. Uraial Skala Risiko Inheren

5 Perbandingan
terhadap total
program > 157o

anggaran
jumlah

program
anggaran

5 2r-25

b. Keterkaitan program dengan sektor unggulan daerah dan mendukung
RPJMN

Jika suatu area pengawasan termasuk dalam sektor unggularr
Pemerintah Daerah maka area pengawasan tersebut patut menjadi
prioritas dalam kegiatan pengawasan. Selain itu, penilaian atas
keterkaitan program dalam RPJMD dengan tujuan/ sasaran RPJMN
digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi program dalam
RPJMD mendukung pencapaian tujuan nasional. Jika indikator kinerja
program dalam RPJMD mendukung RPJMN, maka area pengawasan
tersebut perlu diprioritaskan dalam kegiatan pengawasan.

Tabel 4.4. Perhitungan Skala dan Risiko Inheren Fa-trrtor Selrtor
Unggulan Daerah

c Temuan dan tindak lanjutnya, serta potensi fraud dan kasus hukum.

Temuan auditor ekstemal dan internal atas program dan persentase
tindak lanjut, potensi fraud, serta kasus hukum dapat dijadikan
pertimbalgan dalam menentukan prioritas pengawasan. Semakin tinggi
skor suatu program terhadap faktor pertimbangan manajemen tersebut
merupakan indikasi bahwa manajemen risiko program belum berjalan
dengal baik.

No. Uraian Skala Risiko
Inheren

Program:
- Tidak terkait langsung tujuan/sasaran

RPJMD
- Tidak mendukung RPJMN
- Tidak termasuk sektor ungqulan daerah

1 1-5

2 Program:
- Terkait langsung tujuan / sasaran RPJMD
- Tidak mendukung RPJMN
- Tidak termasuk sektor unggulan daeralt

c 6- 10

.J Program:
- Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD
- MendukungRPJMN
- Tidak termasuk sektor ungqulan daerah

3 11- 15

4 Program:
- Terkait langsung tujuan/ sasaran RPJMD
- Termasuk sektor unggulan daerah
- Tidak mendukung RPJMN

4 t6-20

5 Program:
- Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD
- MendukungRPJMN
- Termasuk sektor unggulan daerah

5 2t-25
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Tabel 4.5 Perhitungan Skala dan Risiko Inheren Faktor Temuan dan
Tindak Lanjut, Potensi Fraud dan Kasus Hukum

No. Uraian Ska-la Risiko
Inheren

1 Jika tidak ada kondisi:
- Penyelesaian atas

internal < 95%
- Penyelesaian atas

eksternal < 907o
- Ada potensi fraud
- Ada kasus hukum

temuan

temuan

auditor

auditor

1 1-5

2 Jika 1 (satu) kondisi terpenuhi:
- Penyelesaian atas temuan

internal < 95olo
- Penyelesaian atas temuan

eksternal < 907o
- Ada potensi fraud
- Ada kasus hukum

auditor

auditor

2 6- 10

Jika 2 (dua) kondisi terpenuhi:
- Penyelesaian atas temuan

internal < 957o
- Penyelesaian atas temuan

eksternal < 907o
- Ada potensi fraud
- Ada kasus hukum

auditor

auditor

11-15

4 Jika 3 (tiga) kondisi terpenuhi:
- Penyelesaian atas temuan

internal < 957o
- Penyelesaian atas temuan

eksternal < 90olo
- Ada potensi fraud
- Ada kasus hukum

4 t6-20

5 Jika semua kondisi terpenuhi:
- Penyelesaian atas temua.n

internal < 957o
- Penyelesaian atas temuan

eksternal < 907o
- Ada potensi fraud
' Ada kasus hukum

auditor

auditor

5 2t-25

d. Isu terkini terkait program

Isu terkini yang berkaitan dengan prograrn dapat dijadikan pertimbangan
dalam menentukan prioritas pengawas€rn. Isu terkini tersebut mencakup
adanya sorotan masyarakat, adanya isu nasional, adanya keterkaitan
program terhadap layanan publik, dan apakah program mempengaruhi
hajat hidup orang banyak.

Tabel 4.6. Perhitungan Skala dan Risiko Inheren Faktor Isu Terkini
Terkait Program

No. Uraian Skala Risiko
Inheren

1 Jika tidak ada kondisi:
- Ada sorotan masyarakat

1 1-5

t7
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I

I
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]

auaitor 
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No. Uraian Skala Risiko
Inheren

Ada isu nasional
Terkait layanan publik
Berpengaruh hajat hidup orang banyak

Jika 1 (satu) kondisi terpenuhi:
- Ada sorotan masyarakat
- Ada isu nasional
- Terkait layanan publik
- Berpengaruh hajat hidup orang banyal<

6- 10

3 Jika 2 (dua) kondisi terpenuhi:
- Ada sorotan masyarakat
- Ada isu nasional
- Terkait layanan publik
- Berpengaruh hajat hidup orang banyak

3 11-15

4 Jika 3 (tiga) kondisi terpenuhi:
- Ada sorotan masyaralat
- Ada isu nasional
- Terkait layanan publik
- Berpengaruh haiat hidup orang banyak

4 76-2(J

Jika semua kondisi terpenuhi:
- Ada sorotan masyarakat
- Ada isu nasional
- Terkait layanan publik
- Berpengaruh haiat hidup orang banyak

5 2r-25

e Pertimbangan lain dan permintaan oleh stakeholders

Pertimbalgan lain yang digunakan untuk pemeringkatan program yang
menjadi prioritas pengawasan dapat berupa kemampuan APIP dalam
melaksanakan penugasan dan jangka wakhr terakhir dilakukannya
kegiatan pengawasan pada program tersebut.

Tabel4.7. Perhitungal Skala dan Risiko Inheren Pertimbangan [,ain
dan Permintaan oleh Stakeholders

No. Uraian Skala Risiko
Inheren

1 Tahun terakhir dilakukan audit tahun
lalu
SDM APIP belum pernah melakukan
penugasan yang sejenis

i 1-5

Tahun terakhir dilakukan audit 2 (dua)
tahun lalu
SDM APIP sudah lx melakukan
penugas€rn yang sejenis

2 6- 10

- Tahun terakhir dilakukan audit 3 (tiga)
tahun lalu

- SDM APIP sudah 2x melakukan
penugasan yang sejenis

a 11-15

Tahun teral<hir dilakukan audit 4 (empat)
tahun lalu
SDM APIP sudah 3x melakukan
penugasan yang sejenis

4 r6-20

5 - Tahun terakhir dilakukan audit 5 (lima)
tahun lalu

5 2t-25
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No. Uraian Skala Risiko
Inheren

SDM APIP sudah lebih 3x melakukan
penugasan yang sejenis

Faktor risiko harus diberikan nilai dan bobot untuk membedakan
tinggi rendahnya risiko area pengawasan. Salah satu metode sederhana
adalah dengan penggunaan skala interval 5 yaitu skor 5 lima merupakan
batas tertinggi dan skor 1 adalah skor terendah. Agar penerapannya
konsisten, APIP sebaiknya membakukan angka faktor risiko ke dalam tabel
yang mudah dipahami.

Cara penyusunan yarrg umum dilakukan adalah pengumpulan
informasi tentang kelompok area pengawasan dal menginventarisasi atribut
yang dapat digunakan sebagai faltor risiko. Sebagai contoh, APIP Daerah
dapat menggunakan faktor risiko pada tabel 4.3 untuk menetapkan nilai dan
bobot faktor risiko untuk area pengawasan sasaral/program prioritas dalam
RPJMD.

Contoh kertas kerja perhitungan faktor risiko untuk area pengawasan
sasaran/program prioritas dalam RPJMD dapat dilihat pada Lampiran 4'
Lampiraa 5, Lampiran 6 dan Lampiran 7.

Dalam menentukan prioritas Errea pengawasan, terdapat hal yang
perlu menjadi perhatian bagi APIP yaitu "Permintaan dari stakeholder yang
terkait". Apabila terdapat area pengawasan yang menjadi perhatian
stakeholder dan APIP diminta untuk melakukan pengawasan atas area
pengawasan tersebut, maka APIP wajib memasukkan area pengawaszrn
tersebut dalam rencana pengawasan tanpa mempertimbangkan nilai risiko.
Sebagai contoh: Kepala Daerah meminta APIP melakukan audit atas Program
Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penzinan, maka APIP wajib
memasukkan renczura pengawasan atas area pengawasan tersebut ke dalam
PKPT, walaupun nilai risikonya rendah.
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Tabel 4.3. Faktor-faktor Pertimbangan Manajemen (Faktor Risiko) untuk Kelompok Area Pengawasan Program Prioritas

No. INDIKATOR
2 4

SKALA
31 5Nilai Risiko Inh.erent

1-5 6 -10 11 - 15 t6-20 21-25
1 Yo Arggaran (Bobot = 25Yo) Perbandingan anggaian

Program terhadap
anggaran Belanja
Operasional APBD < 2%

Perbandingan anggaran
Program terhadap
aaggaran Belanja
Operasional APBD < 5%

Perba-ndingan anggaran
Progam terhadap anggaran
Belarja Operasional APBD <

lOo/o

Perbandingai arggaran
Prograa terhadap anggaran
Belanja operasional APBD
< I5o/o

Perbandingan anggaran
Prograrn terhadap anggaran
Belanja Operasional APBD
< 2OYo

2 Progr€m termasuk dalam
sektor unggulan daeral
dan mendukung
RPJMN/ RPJMD (Bobot =
25o/o)

Program:
- Tidak Terkait langsung

tujuan/ sasaran RPJMD
- Tidak Mendukung

RPJMN
- Tidak Termasuk sektor

unRgulan daerah

Program:
- Terkait langsung

tujuan/ sasaran RPJMD
- Tidak Mendukung

RPJMN
- Tidak Termasuk sektor

unggulal daerah

Program:
- Terkait langsung tujuar/

sasara! RPJMD
- Mendukuog RPJMN
- Tidak Termasuk sektor

unggulan daerah

Program:
- Terkait langsung tujuan/

sasaran RPJMD
- Termasuk seldor

unggulan daerah
- Tidak mendukung

RPJMN

Program:
- Terkait langsung tujuar/

sasaran RPJMD
- Mendukung RPJMN
- Termasuk sektor

unggulan daerah

3 Signifikansi Satker da-lam
mencapai tujuan RPJMD
(untuk Area Pengawasan
Kelompok Satker/ OPD)

Indikator Kinerja Satker
terhadap Total Indikator
Kinela Pemda < 2%

Indikator Kinerja Satker
terhadap Total Indikator
Kinerja Pemda < 57o

lndikator Kinelj a Satker
terhadap Total tndikator
Kinerja Pemda < 10%

lndikator Kinerja Satker
terhadap Total Indikator
Kinerja Pemda < 15%

Indikator Kinerja Satker
terhada.p Total Indikator
Kinerja Pemda > 15o/u

Temuan dan tindak laljut,
fraud, Kasus hukum
terkait Program/ Satker/
OPD/Area
PengawasanPotensi (Bobot
= 2O%l

Jika tidak ada kondisi:
- Penyeiesaian atas

temuar pengawasan
internal < 95olo

- Penyelesaia! atas
temuan pengawasan
eksternal < 9O7o

- Ada potensi fraud
- Ada kasus hukum

Jika 1 kondisi terpenuhi:
- Pcnyeiesaian atag

temuan pengawasan
ioterna.l < 9570

- Penyelesaian atas
temuan pengawaaan
ekstemal < 9O7o

- Ada potensi fraud
- Ada kasus hukum

Jika 2 kondisi terpenuhi:
- Penyeiesaian atas temuan

pengawasan internal s 9596
- Penyelesaian atas temuan

pengawasan eksternal < 9O7o
- Ada potensi fraud
- Ada kasus hukum

Jika 3 kondisi terpenuhi:
- Penyeiesaian atas temuan

pengawasan internal s
95Yo

- Penyelesaian atas temua!
pengawaaar eksterna.l <
90v"

- Ada potensi fraud
- Ada kasus hukum

Jika semua terpenuhi:
- Penyeiesaian ataa temuan

pengawasan intemal <

95o/o
- Penyelesaian atas temuan

pengawasen eksterna.l I
900/"

- Ada potensi fraud
- Ada kasus hukum

5 Isu Tekrini terkait Program
(Bobot = 15%)

Jika tidak ada kondisi:
-Ada sorotan masyarakat
-Ada isu nasional
-Terkait layanan publik
-Berpengaruh hajat hidup
orang banyak

Jika terpenuhi 1 kondisi:
-Ada sorotan masyarakat
Ada isu nasional

-Terkait layanan publik
-Berpengaruh hajat hidup
orang barryal<

Jika terpenuhi 2 kondisi:
-Ada sorotan masyarakat
-Ada isu nasional
-Terkait layanan publik
- Berpengaruh hajat hidup
orang banyak

Jika terpenuhi 3 kondisi:
-Ada sorotan masyarakat
-Ada isu oasional
-Terkait layanan publik
- Berpengaruh h4iat hidup
orang banvak

Jika semua terpenuhi:
-Ada sorotsrr masyarakat
-Ada ieu nasional
-Terkait layanan publik
- Berpengaruh hajat hidup
orang banyak

6 Pertimbargan l,ain terkait
Program/
Satker/OPD/Area
Pengawasan (Bobot = 15%)

-Tahun terakhir dilakukan
audit tahun lalu

-SDM APIP belum pernah
melakukan penugasan
yang sejenis

- Tahun terakhir dilakukan
audit 2 tahun lalu

- SDM APIP sudeh lx
melakukan penugasan
vang seienis

Tahun terakhir dilakukan
audit 3 tahun lalu
SDM APIP sudah 2x
melakukan penugasan yang
seienis

Tahun tera.khir dilakukan
audit 4 tahun lalu
SDM APIP sudah 3x
melakukan penugasan
yalg sejenis

- Tahun terakhir dilakukan
audit 5 tahun lalu

- SDM APIP lebih dari 3x
melakukan penuga8an
yans seienis
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B. Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun

Pada tahap ini, APIP telah memiliki penilaian risiko atas masing-masing
area pengawasan. Langkah selanjutnya, APIP melakukan pemeringkatan area
pengawasan dan frekuensi pengawasan yang akan dilakukan sampai dengan
lima tahun kedepan berdasarkan nilai risiko masing-masing area pengawasan.

Berdasarkan hasil perhitungan risiko, dengan maksimal bobot risiko 5
sebagaimana tabel 4.1, APIP dapat men)rusun prioritas pengawasan sampai
dengan 5 tahun, yaitu:

1. Total Bobot Risiko 3-5 (zona merah), maka dilakukan audit setiap tahun.
2. Total Bobot Risiko 2-3 (zona kuning), maka dilakukan audit setiap 2-3

tahun.
3. Total Bobot Risiko 0-2 (zona hijau), maka dilakukan audit setiap 4-5 tahun.

Tabel 4.4. Contoh Pemeringkataa Prioritas Area Pengawasan 1 sampai
dengan 5 Tahun

AREA PENGAWASAN
{AUmAALA UNIII

SXAIA
I?'HERENT

TOTAL
Rts (o

TII'GKAT
ruslro

FREI{UENSII
RENCANA PENCAWASAN

202X X+2 x.3

I 2 I 2,9 2,9

) 2 2 2 I 3 3 2,1 ,
3 5 3 3 3,9 3,9 x x x

5 4,15 x x x x x

Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun
dilakukan atas seluruh kelompok area pengawasan, antara lain:
l. Sasaran atau Program Prioritas dalam RPJMD.
2. OPD/Kecamatan/BUMD/Unit Ke{a Lain.
3. Puskesmas/Sekolah/UPTD.

Contoh pen)rusunan Prioritas Area pengawasan dapat dilihat pada Lanpiran
8, Lampiran 9, dan Lamplran 1O.

C. Penyampaian Informasi Risiko, Usulan Kebijakan Pengawasaa dan Usulan
Program Kerja Pengawasan Tahunan kepada Pimpinan Daerah

Pada tahap ini, APIP menyampaikan informasi risiko, usulan kebijakan
pengawaszrn (Jakwas) dan usulan PKPT sebagai bahan agenda yang akan
disampaikan kepada Kepala Daerah.

1. Penyampaian Informasi Risiko
Berdasarkan hasil penilaian kematangan MR satuan ke{a, APIP

menyampaikan profil risiko satuan kerja beserta usulan strategi
pengawasan dan jenis penugasan yang akan dilakukan yaitu apakah
berupa jasa penugasan konsultasi/fasilitasi atau penugasan assurance.

2. Usulan kebijakan pengawasan
Setelah area pengawasan diperingkatkan berdasarkan hasil

penyusunan prioritas area pengawasan, langkah selanjutnya adalah
menJrusun usulan kebijakan pengawas€rn (Jakwas). Usulan Jakwas
tersebut memuat informasi mengenai rencana pengawasan pada tahun
selanjutnya, yalg antara lain berisi: a. Nama objek/unit yang al<an diaudit;
b. Total nilai risiko (inherent risk dan faktor risiko); c. Frekuensi dan wakhr
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dilaksanakan pengawasan; d. Jenis Pengawasan yang akan dilaksanakan
(consulting atau assurance); dan e. Sumber daya yang dibutuhkan dan
sebagainya. Usulan Jakwas akan selalu dimutakhirkan setiap tahun
sesuai dengan informasiinformasi yang selalu dimutakhirkan dalam peta
auditan, terutama mengikuti perkembangan kematangan MR masing-
masing area pengawasan serta arahan/masukan/permintaan Kepala
Daerah. Contoh pen5rusunan prioritas pengawasan sebagai usulan Jakwas
dapat dilihat pada Lamplran 11.

3. Usulan PKPT
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah rancangan

seluruh kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan dalam periode satu
tahun. PKPT berisi berbagai macErm informasi terkait dengan rencana audit
di tahun selanjutnya. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) merupakan ujung dari tahap perencanaan yang sifatnya malro.

Langkah-langkah pemilihan area pengawasan dalam penJrusunan :

Gambar 4.2. Landkah-langkah Pemilihan Area pengawasan

Masing-masing langkah diuraikan sebagai berikut:

a. Menetapkan kegiatan APIP yang wajib dimasukkan dalam perencanaan
pengawasan tahunan tanpa mempertimbangkan tingkat risiko
(mandatory).

Kegiatan-kegiatan pengawasan APIP yang wajib dimasukkan ke dalam
perenczrna€rn pengawas€rn tahunan tanpa memPertimbangkan tingkat
risiko yaitu:
1) Penugasan audit tujuan tertentu berdasarkan pengaduan

masyarakat.
2) Permintaan manajemen/pimpinan yang bersifat mendesak (urgent)

untuk melakukan pengawasan terhadap suatu program atau
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kegiatan tertentu yang mendesak (urgent) bagi pencapaian tujuan
daerah.

3) Penugasan yang merupakan amanat peraturan perundangan atau
mandat bagi APIP, antara lain reviu RKA, reviu LKPD, Reviu LPPD,
dll.

Bila dalam penugasan mandatory ini terdapat beberapa area
pengawasan yang akan diuji, APIP dapat mempertimbangkan nilai
risiko maupun faktor risiko sebagai alat untuk memilih prioritas/
urusan rencana pengawasannya.

Contoh:
1) Kepala Daerah mewajibkan APIP melakukan pengawasan atas

penggunaan Dana Sarana Prasarana dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan, narnun Kepala Daerah tidak menentukan
Kelurahan mana yang harus dilakukan pengawasan. Dalam kondisi
tersebut, APIP dapat memilih area pengawasan Kelurahan yang
memiliki nilai risiko ketidaktaatan tertinggi berdasarkan faktor-
faktor risiko yang ada, sehingga tidak semua Kelurahan dilakukan
pengawasan setiap tahun.

2) Reviu atas Laporan Keuangan OPD, maka APIP dapat
memprioritaskan pada OPD dengan risiko ketidaktaatan tertinggi,
misal (a) atas ketidaksesuaian dengan SAP; (b) atas aset BMD yang
tidak tercatat; (c) potensi masalah berdasarkan temuan BPK tahun
lalu; dsb.

Contoh penetapan kegiatan yang wajib dimasukkan dalam usulan
PKPT dapat dilihat pada Lampiran 12.

b. Mengidentffikasi area pengawasan yang tidak dimasukkan dalam
perencanaan pengawas€rn tahunan.
Area pengawasan yang tidak dimasukkan dalam perencanaan
pengawas.rn tahunan APIP adalah area pengawasan yang menjadi
objek pengawasan pihak lain (BPK, BPKP, dan APIP lain) pada tahun
yang sama dengan pengawasan yang dilakukan APIP. Contoh
penetapan kegiatan yang tidak dimasukkan dalam usulan PKPT dapat
dilihat pada Lamplran 13.

Menetapkan area pengawasan yang akan dilakukan pengawasan
dengan pendekatan berbasis risiko.

4. Permintaan masukan dan persetujuan

Usulan PKPT yang telah selesai disusun, selanjutnya pada akhir
tahun sebelumnya, diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan
masukan dan persetujuan menjadi PKPT. Adapun informasi yang
disampaikan antara lain:
a. Daftar Area Pengawasan;
b. Dokumen Matriks Risiko dan Pengendaliannya;
c. Dokumen rencana pengawasan tahunan;
d. Analisis atas risiko dan dampak adanya keterbatasan anggaran dan

sumber daya manusia; dan
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e. Analisis atas risiko dan dampak tidak dilaksanakan
pengawasan atas risiko yang telah diidentifikasi.

Contoh format PKPT dapat dilihat pada Lamplraa 14.

rencana

Dengan disetujuinya usulan PKPT tersebut oleh Kepala Daerah pada
awal tahun anggaran, maka PKPT sebagai rencana pengawasan tersebut
siap dilaksanakan APIP pada tahun anggaran be{alan.

R,
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Lampiran Pedoman Nomor 1

Contoh Format Kertas Kerja Audit
Universe

INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
AUDIT UNIVERSE

RPJMD Rencana Strategis OPD
Program
Prioritas
Tcrkait

di
RPJMN/
lndikator
Prog'am

Selito!
Unggulan

InformaEi
Terkait

Temuan dan
TL Potensi

Fraud,
Ka6us

Hukum

l6u
TcrkiniTujuan

RPJMD
Indikator
Tujuan

Sasaran
RPJMD

Indikator
Sasaran

Program
RPJMD

lndiketor
Program

OPD/Unit
Pengampu

[!ban
Pengaopu

Tujuan/
Sasaran dalam

Renstra

lndikator
Tujuan/
Sasatan

Program
Indikator
Program

Anggai'sn
Program

{1) 12\ (3) t4t (s) (6) (71 (8) (9) 110) (1 1) 112l (13) {14) (1s) {16) \r7) (t 8)
1

3

Petunjuk Pengisian :

(1) Diisi nomor urut program prioritas dalam RPJMD.
(21 Diisi Tujuan Pemda dalam RPJMD.
(3) Diisi dengan indikator pencapaian Tujuan Pemda dalam RPJMD.
(41 Diisi sasaran atas tu.iuan Pemda dalam RPJMD.
(5) Diisi dengan indikator pencapaian sasaran dalam RPJMD.
(6) Diisi program prioritas yang direncanakan dalam RPJMD untuk mencapai sasaran.
(71 Diisi dengan indikator prograrn prioritas dalam RPJMD.
(8) Diisi dengan nama OPD/Unit Kerja yang bertanggung jawab atas program prioritas.
(9) Diisi dengan Irban yang bertanggung jawab atas pengawasan OPD/Unit Keia.
(10) Diisi dengan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Renstra OPD/Unit Keda yang terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD.
(1f) Diisi dengan indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra OPD/Unit Kerja.
(12) Diisi dengan program yang direncanakan dalam Renstra untuk mencapai sasaran.
(13) Diisi dengan indikator program dalam Renstra,
(14) Diisi dengan jumlah €rnggaran program pada tahun X- 1 yang terdapat dalam DPA.
(15) Diisi dengan informasi apakah program dalam Renstra merupakan dukungan terhadap prograrn di RPJMN dan/atau RPJMD atau terdapat indikator program yang

mendukung capaian indikator program di RPJMN dan/atau RPJMD.
(16) Diisi dengan informasi apakah program dalam Renstra merupakan sektor/unggulan daerah.
(17) Diisi dengan informasi apakah program dalam Renstra terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti, potensi Fraud dan/atau Kasus Hukum.
(18) Diisi dengan informasi isu-isu terkini terkait program (media massa, laporan masyarakat, perubahan lingkungan, dsb).
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Lampiran Pedoman Nomor 2

Contoh Format Hasil Evaluasi Register Risiko
Draft Formulir Kertas Kerja
Identifrkasi Ri8iko Strategis Pemerintah Daerah
Urusan Wajib/ Pilihan : -
Nama Pernda : Pemerintah Kota Pematang Siantar
Nama OPD
Tahun Penilaian
Periode yang Dinilai
UruEan Pemerint€han

Dinas/Badan/Lainnya.....
2O2x
Periode RPJMD Tahun x
Urusan Wajib/ Pitihan (Bidan Urusan)

Petunjut pcnSi8iao :

Kolom (1) diisi dcntan nomor urut.
Kolom (2) dan (16) diiBi dc(lgall tujuan otrat gis uru8an wqjib sebagai mana tcrcantum dalam RR MD/Rcn8tra.
KoloE (3) dan (17) dii8i dcngan indikator kinerja tujuan Btrat gis.
Kolom (4) dan (18) diisi dcntan uraian pcri8tiwa yarg merupakan ridiko pcncapaian tujuan.
Kolom (5) dan (19) diiei dengan kode ri8iko.
Kolom (6) dan (20) diisi dentan peEilik risiko, pihak/unit yarg bertsnggungjawab/b€rkcpcntingan untuk Dengelol,a ri8lko.

Kolom (8) darl (22) diisi dengan suhbcr ri8iko (ekEternal/intemal).
Kolom (9) dan (23) dnsi deiSar C jika unit kede EaDpu uotuk Eengendslikan pcaycbab ri8iko, atau Uc jika unit keda tidsl ma.Epu DengeEdaliken risiko.

Reputasi dan HukuE.
KoloE (11) dan (25) dii8i dengan pihsk/unit ysnS menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar tcrjadi.
Kolom (12) dan (26) diisi dcngan skala dampak tcrjadinya risiko.
Kolom (13) dan (27) dii8i dengan skala kcmuntkinan tcrjadinya ri8iko.
Kolom (14) darl (28) diisi den8an haBil perkalian antara skala dampak dengan akala keDuDgkinan.
Kolom (15) dan (29) dii8i dcngan rcncana tindak pcngcndalian atas risiko tcridcntifikaei.
Kolom (30) diiBi dcngan rata-rata levcl dampakyaitu jumlah da$pak risiko dibagi kuantita8 (count) risiko.
KoloE (31) diisi denggn rata-rata level kernungkinan yaitu juElah kenungkinan risiko dibagi kurntitas (count) risiko.
Kolom {32) diisi dengan skala risiko yaitu pcrkatian rata-rata lcvcl darnpak dan rata-rata lcvcl kemungkinan.
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SEBELUM EVALUASI
Dampakzusiko SebabNo Skala

Kcmungkinan
Nilai

Risiko

Re'lcana
Tindak

pcngcndalian

Tujuan/
Sass.ran
Strategis

Indikator
Kincda Uraran Kode

Risiko Pemilik Uraian sumber c/uc Uraian Pihak yanE
Tcrkcna

Skala
Dampak

llt) 0l) lt2) {13) (14) (1s)(3) (4) (s) (6t t7t (8) (9) (10)
I
2

KorEposit RieikoSETEI,\H EVALUASI

Hasil Evaluasi APIP setel,ah diskusi
dencan manaiemcn

Risiko Sebab Dampak Nilai Risiko
KompoaitTujuqn/

Sarararl
Strategis

lndikator
Kinerja Uraian Kodc

Risiko

Skala
D6'rpak

Skala
NcEungkinsn

Nilai
Risiko

Rencana
Tindak

pengendalian

Rarta- Rata
L.ve1

Dampa}

Rata-Rata
Lvel

KemungkinanPemilik Uraian Sumbei c/uc Uraiar
Pihak
yang

Terkena
(32)(16) lrTl 08) l27l 128) l29l (30) {31)(l e) {20) 12t) l22t (231 124) (2s) {26)



Lampiran Pedoman Nomor 3
Contoh Daftar Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Unit Ke{a dan Pembobotan Register Risiko

CONTOH DAFTAR TINGKAT KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO DAN PEMBOBOTAN
REGISTER RISIKO UNIT KER.IA PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Petunjuk pengisian :

(1) Diisi nomor urut Unit Ke{a.
(2) Diisi nama Unit Kerja.
(3) Diisi tingkat kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja.
(4) Diisi strategi pengawasan yang akan dilakukan Inspektorat.
(5) Diisi bobot inherent risk yang terdapat dalam register risiko berdasarkan tingkat

kematangan Manajemen Risiko.
(6) Diisi informasi lain yang menjelaskan isi pada kolom sebelumnya (bila diperlukar).

No Unit Kerja Kematangan
MR

Strateg Pengawasan
Pembobotan

Register
Risiko

Keteranga]r

(1) (21 (3) (4) (s) (6)

1 Dinas A 2 Fasilitasi penerapan MR
dan audit ketaatan / kineria

400/.

2 Dinas B 3 Fasilitasi interna.lisas MR
da! audit ketaatan / kined a

berbasis risiko

7Oo/o

3 Dinas C 2 Dst 40%
4 Badan A 70v"

Badar B 2 400/"

6 Badan C I oo/. Belum memitki RR
7 Kecanatan A 2 4ovo
8 Kecamatan B 3 7ovo
9 Kecamatan D 2 40.]/o

10. Dst. Dst.
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Lampiran Pedoman Nomor 4
Contoh Kertas Ke{a Perhitungan Faktor Risiko

Anggaran

PERTIMBANGAN MANAJEMEN : ANGGARAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Petunjuk pengisian :

(f ) Diisi nomor urut Program Prioritas.
(2) Diisi nama Program Prioritas.
(3) Diisi Unit Kerja Penanggungjawab Program.
(4) Diisi jumlah anggEuan program pada tahun x- 1 sesuai APBD.
(5) Diisi persentase .rnggaran progr€rm dibandingkan dengan total belanja operasional

dalam APBD.
(6) Diisi skala tingkat risiko program berdasarkan persentase €rnggaran.

No Nama Program Nama OPD Anggaran
(Rp.)

Persentase
terhadap
Belarrja

Operasional

Skala

(l) (2) (3) (4) (sl (6)

1 Proga]n A Dinas/Badan/Lainnya
2 Prograrr B Dinas / Badan/ Lainnva
3 Progarn C Dinas/Badan/Lainnya
4 Progam D Dinas/Badan / l,ainnya
5 Procram E Dinas / Badan/ l,ahrrya
6 Program F Dinas/ Badan / Lairtrtya
7 Program G Dinas/Bada!/Lainnya
8 Program H Dinas/Badan/Lainnya
I Progam I Dinas/ Badan / Lainnya
10. Dst Dst.
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PERTIMBANGAN MANAJEMEN : KETERKAITAN DENGAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PEMDA, RPJMN, DAN YANG TERMASUK SEKTOR
UNGGULAN DAERAH PEMERINTAH KOTA PEMATANG SI.ANTAR

Petunjuk pengisian :

(1) Diisi nomor urut Program Prioritas.
(2) Diisi nama Program Prioritas.
(3) Diisi Unit Kerl'a Penanggungjawab Program.
(a) Diisi apakah program terkait dengan tujuan/sasaran dalam RPJMD.
(5) Diisi apakah program mendukung tujuan/indikator dalam RPJMN.
(6) Diisi apakah prograrn termasuk sektor unggulan daerah.
(7) Diisi dengan jumlah kolom (4), (5) dan (6).
(8) Diisi skala tingkat risiko program berdasarkan prioritas program dan sektor unggulan.

Catatan :

- bila jawaban "Ya", maka diisi dengan angka "1".
- bila jawaban "Tidak", maka diisi dengan angka "O'.
- diisi berdasarkan informasi hasil pemahaman proses bisnis.

Lampiran Pedoman Nomor 5
Contoh Kertas Ke4'a Perhitungan Faktor Risiko

Program Unggulan Daerah

NO. NAMA PROGRAM
NAMA OPD PENGAMPU UTAMA

URUSAN

TERKAIT LANGSUNG
DENGAN

TUJUAN/SASARAN
RPJMD

PROGRAM
MENDUKUNG

RPJMN

SEKTOR
UNGGULAN

NILAI SKALA

(1) l2l (3) (41 (s) (6) 17) (8)

1 Program A Dinas/Badan / Lainnya 1 1 3 5
2 Program B Dinas/Badan / Lainnya 1 1 1 5

Program C Dinas/Badan /Lainnya i 1 0 2
4 Program D Dinas/Badan / Lainnya 1 1 o 2

Dst. Dst. Dst. Dst. Dst.
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Petunjuk pengisian :

( 1) Diisi nomor urut Program Prioritas.
(2) Diisi nama Program Prioritas.
(3) Diisi Unit Kerja Penanggungiawab Program.
(a) Diisi apakah penyelesaian temuan hasil pemeriksaan internal atas program masih di bawah 95%.
(5) Diisi apakah penyelesaian temuan hasil pemeriksaan eksternal atas program masih di bawah 90%.
(6) Diisi apakah ada potensi fraud atas progr€rm.
(7) Diisi apakah terdapat kasus hukum atas program.
(8) Diisi dengan jumlah kolom (4), (5), (6) dan (7).
(9) Diisi skala tingkat risiko program berdasarkan Tindak Lanjut Temua, Potensi Fraud dan Kasus Hukum.

Catatan :

- bila jawaban'Ya', maka diisi dengan angka'1".
- bila jawaban "Tidak', maka diisi dengan angka "O".
- diisi berdasarkan informasi hasil pemahaman proses bisnis.

Lampiran Pedoman Nomor 6
Contoh Kertas Kerja Perhitungaa Faktor Risiko

Temuan dan Tindak Lanjut, Potensi Fraud, Kasus Hukum

PERTIMBANGAN MANAJEMEN : TINDAK LANJUT TEMUAN, POTENSI FRAUD DAN KASUS HUKUM
PEMERINTAH KOTA PEMATANG SI.ANTAR

NO. NAMA PROGRAM
NAMA OPD PENGAMPU

UTAMA URUSAN

KRITERIA

NILAI SKALAPenyelesaian Temuan
Hasil Pemeriksaan

Intemal < 95%o

Penyelesaian Temuan
Hasil Pemeriksaan
Eksternal < 90%

Potensi
Fraud

Kasus
Hukum

(1) t2l (3) (4) (s) (6) (7) (8) (e)

I Program A Dinas/ Badan / Lainnya 1 1 1 1 4 5
2 Program B Dinas/ Badan/ Lainnya 1 0 0

Program C Dinas/ Badan / Lainnya 1 1 0 3 4
Dst. Dst. Dst. Dst. Dst. Dst. Dst.
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Petunjuk pengisian :

(1) Diisi nomor urut Program Prioritas.
(2) Diisi nama Program Prioritas.
(3) Diisi Unit Kerja Penanggungiawab Program.
(4) Diisi apakah program tersebut mendapat sorotan masyarakat.
(5) Diisi apakah program tersebut merupakan isu nasional.
(6) Diisi apakah program tersebut terkait pelayanan publik.
(7) Diisi apakah program tersebut terkait hajat hidup orang baayak.
(8) Diisi dengan jumlah kolom (4), (5), (6) dan (7).
(9) Diisi skala tingkat risiko program berdasarkan Isu Terkini.

Catatan :

- bila jawaban "Ya", ma-ka diisi dengan angka "1".
- bila jawaban 'Tidak", maka diisi dengan angka'O".
- diisi berdasarkan informasi hasil pemahaman proses bisnis.

PERTIMBANGAN MANAJEMEN : ISU TERK]NI
PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Lampiran Pedoman Nomor 7
Contoh Kertas Ke{a Perhitungan Faktor Risiko

Isu Terkini

NO NAMA PROGRAM NAMA OPD PENGAMPU UTAMA
URUSAN

KRITERIA
NILAI SKALASorotan

Masyarakat
Isu

Nasional
Layanan
Publik

Hajat Hidup
Orang Banvak

(1) (21 (3) (4) (s) (6) (71 (8) (e)

1 Program A Dinas/Badan / Lainnya 1 1 1 1 4 5
2 Program B Dinas/Badan/ Lainnya 0 1 1 1 4
3 Program C Dinas/ Badan / l,ainnva 1 o 1 0 n 3
5 Dst. Dst. Dst. Dst. Dst. Dst. Dst. Dst
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Lampiran Pedoman Nomor 8
Contoh Kertas Keda Penyusunan Prioritas Area Pengawasan

Kelompok Program RPJMD
PEI.IYUSUNAN PRIORITAS AREA PENGAWASAN KELOMPOK PROGRAM RPJMD

PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR

NO

AREA
PENGAWASAN
(AUDITABLE

UNIT)

URAIAN
SASARAN

NAMA OPD
PENGAMPU

(PENDUKUNO}

RISIKI

Nit"i R
(1) t2t (3) (41 {s} t8) (e) (10) (t 1) lt2l (13) (141 115) (16)

Prograrlr
Prioritqs di
RPJMD

1 Narna Plogram
Dst.

pcnlarsarn tcnrbut larrtrung ra.qlrdl prlorlt . t alrupun pGrhlturs.[ rlrlLony! Lacl

TOTAL
FrEkusensl
Pcntawan 2Oxx x+1 X+3 x+4

Permintaan
XDH/Pihel

B€rwensff Lain

Skala Total
Rieiko

Tingkat
Rhiko

l17l ll8) u9) 120) 12tt 122) (23) l24l t2sl t26t t27) (28) t29t

Pctunjuk pcngi8ian :
(1) Diiai troE6 urut 6rca pcaSawalan.
l2l Diisi dcnSen progrem priolitas dalem RPJMD.
(3) Diisi dcnSen uraien sa.qten atas ptogre.6.
(4) Diid dcngen neEa Ut{t Kcda Pcnanggun8iawab (Koordilator) pcleklena proSrala,
(5) Diili dcnSan Unit (crja PcndukunS yang ikut mcleksanaLan Prograql.
(6) Dii'n d.ngan tingtet k matangarl Me[ajcinen Risiko Unit Kcrja Pcnanggungla*eb Pro8rerr.
(7) Diisi dcngen skafe inhcrcnt dsk dsb.El rcgl8ter rlliko bddaiarkan ttuglat kcEatanss! Mansjcocl Rlsiko.
(8) Dtiai de!8an oilai rhtko dalem rcgist6t ristko (.ctclah cvalueeil.
(9) DiiEi dcngdn rkala nllai rislto BcBuai kcb(ieken ManajcEGn Ridko, contoh :

Nilai Ritdko 1-5, d<ala - f (BanAat rerdah)
Nilai Risiko 6-10, lkala - 2 (rc!dsh)
Nilai Ri3iLo rl-r5, skala = 3 (s.dar€l
Nilai Rbiko t6-20, Bkale = 4 (tinggi)
Nilei Ridto 2l-25, .kala - 5 {Bangat ting8i)

(f 0l Diild dcn86n juEbh e'trrarap progra& daleo APtsD.
(ll) Dii3i dcryen pcr.cnter. pcrbandin&an antsr' juDlah anAAa..n progrom dcngan total aisSaran bcfenja

opcr&ional.
(12) Diiti dcnSan !k6la f6ktd rkiko snSSaran lc.uai k6tas kcrja pcrhitungan faktor dsiko angSaran.
(13) Dihi dcngan nilai fakto. rhiko plogram scsuai kcrteB kcrje p.rhltungan felnor ri8iko prograE unSgul,en.
(141 Diiai dcflgan lkala fal(or riaito proSram ung,gula'l .caqar kc.tas kcrja pcrhitungan fekt r liaiLo proSram

uDggulen.

Diiai dengan nilai faltur ririko scluai kertas kcda pcrhitungan faktor risiko tcmuan dan tindek lanjut, potcnsi
fraud da.o adErya kasus hukuD.
Dtid dcnaan skala f.lcor rLiko lc6uai kclta8 k lja pc.hitun8en rEktor ri.iko tcduen den tindsk lenjut, potcnsi
fraud den adenya Laauc hukum.
Diisi d"ngen nilei faktor ri.iko rcsuai kcne! kcrja pcrhitulgao faLtot rbiko isu tcd.ini.
Diisi denaeo skala ft.lctor risiko sauai k rtas kcrja pcrhltunSsn faLtor risiko iru tc.kini.
Diiri dcngan jumlah tehun tidet dilakulen audlt (tshun X dikulEngi tehun audit tcral<hi4.
Diid denaan stala &ktor risiko t hun tcrekhir diaudit Eluai denS,an keblalcn faktor rfuiko.
Ditd dcnaan pcnaa-laman APIP apakah pcmah Eclskuksn pcngawa8an/eudlt etra plogrem.
Diisi d.ngan skela faktor rliiko pcngglsman APIP &6uai dcnSan kcbijalan faktor ri.iko.
Dliii dcogan suEb.r pcfininteen audit (bila ade), pcrmintaan audit bisa bfia3al dsrt Kepele Dacreh ateu pihek
bcrwcnanA lain.
Diisi I 00% bita ada pcrmintaen audit dari fcpala Da*ah at u pihak bcrwcnanS lain. Inhcrent rfuk den faktor
rh&o laia tidak dip.nirnban8bn.
Diisi dcogan pcr!.!ta!c faktor lisiko Esuai kcmatengen Manajcoen Risiko Unit Keda pcnallagundewab
program,
Diisi deagan jumlah 8abun86n juEleh felnor ri.iko !.ruai dlng8n kebijak8n faktor risil(o.
Diisi dcngsn gebun8 n skda inhcrcnt dsk dsn skela fal(or riaiko dikaliken pcr&ntascnya aesinS-ma8ing.
Diisi kcterangan atss totsl rkala risiko (0-1 sanSat rcndah, l-2 rendah, 2-3 36dang, 3-4 tir8gi, 4-5 lan8at
tlnsd).
Diisi dcngan rcncana ftekucnsi pcnge{la8an e8uei dcnga'l totsl tilal risiko, EcEakin tinggi maka 8.mekir!
lcrtn8 dilalukafl pdrSawasan.
Diiai dengan rencerle t lrun dilekukan pcngawa8an.
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(ls)

(16)

(t7)
(r8)
(le)
(20)

121l
l22l
(23)

(24)

(2s)

126l

l27l
(28)

l29l

(s0l

PROCRAM TERMASUK
SEKTOR UNGGULAN DAN

1

TEMUAN DAN TL,
POTENSI FRAUD,
KASUS HUKUM
BOBOT . 2Oo/oB,OBO'I | 25o/t

MEN DUKUNG RPJMN
ANGGARAN

BoBOT | 25%

NAMA OPD
PENCAMPU

(KOORDINATOR)

I-EVEI-
MR

BOBOT
INHERENT

RISK
Skala Anesaran % I skala Nilai Skala Nilai Skala

i6) t7\

Nllal SkBIa
X Thn Audit

Terekhir
Skala Bobot

Pektor
Risiko

N ai
Akhir

ISU TERKTNI
FAKTOR RISIKO

Skala
BOBOT : I S%

PERTIMBANCAN MANAJEM EN TAINNYA\

PenSalaoan
APIP

t30t



Petuajuk pengisian :

t7)
t8)

Diid nomor urut arce pcngewasan.
Diisi dcnaan Unir Kerja yaDg sda pade P.r clintah Dacrah.
Djai dcn8an tinAket kqneronSe'r ManqjcBco RiliLo Uoit K6ja Pcna.D8gundaq,ab Prograra.
Diiei dengan Bkala lnhcr€nt rid( dslaa rc8l.t!r rlliko berdasarkan tingLat kcmatangan Manqicmcn Rls*o.
Diiti dcnsan nilai rtaiko dalarn rcSirt f, riliko (ectclah e!elue!i).
Diili dcnSa.u .kele nilai d8iko s.suai LcbijaLan ManajcBcn Fisiko, contoh :

Nil4i Risiko l'5, rkala - I (ser8at rcndeh)
Nilei Ridko 6-10, !k6la . 2 (rcadsn)
Nilei Riiiko ff-f5, Bk8ls = 3 (s.deng)
Nilai Ri6iko 16-20, 6kala - 4 (tinggi)
Nilai Risdko 2l-25, skah = 5 (sangat ringgi)
Dflsi de[ganjumlah anggaren p.oSranr dalam APBD.
Dii.i dcnaan pc(cnt&!. pcrbandinAan entara juta.l,ah angSaran program dcnSpn tDtal angaaran b.l,anja
opcrasional,
Difui dcnaaIr 8l(rla faLtor nsiko an88Bra.i .cruai krrra3 kcrja pcrhitungan fakor risilo aiataran.
Dii.i dengen nilei fektor risiko signililonsi OPD t rhadap pcncapeien tqjusn RPJMD.
Dibi deagan ekela fakt6 rfuiko signifiksn.i OPD tcrhadap pcncapeian tujuan RPJMD scsuei dcnAsn kehijrlqn
faho, rhtto.
Diisi dcngan ntlai fektor ri.iko s€suai kcrtes kcrja pcrhitungBn fakor rldlo tcmuan dan tindek la4jut, potcnsi
&aud dan adanya kasua hukurtr.

Lampiran Pedoman Nomor 9
Contoh Kertas Ke4'a Penyusunan Prioritas Area Pengawasan

Kelompok OPD/ Kecamatan/BUMD / Unit Kerja Lainnya

Diisi dcngan sksle fektor risiko scsuar k rtas kcrjs pcrhitungen fshor rlslko tcmuan da,t tiodak l,anjut, potcmt
haud dan adanya kaEu8 hukuh.
Dii6i dcngan nilai fehor risiko rcsuar kcrtas kcrja pcrhitungE r fektor rfuiko i6u tcrkini.
Diisi dcngan skde hlcor risiko Esuai kcrtes kclje pcrhitungan faho! riciko i8u tcrkini.
Dtsi dengan juElsi tshun tidek dilakukan audit (tahun X dikuEnai tahun audit tcnkhir).
Diiri dcrrgan skala hktor risiko tahun trrakhi! dreudit scdrar d.lgEn kctije.Lan faltor ri3ito.
Diisi &naen p.nsalaDan APIP apakah pcmah rDclakukan pcoga$a3ao/audit ataa pmgrao.
Diisi d.lsan stala Glaor risiko p.ngala.rlran APIP scsuai dcnaan kcbiiakan fal(or.biLo.
Dii3i dcoSen sumbcr pcrmintaan audrt Oile adt), parmintaan audit bisa bcrasal dari Kcpala Dacrah ateu pihak
bcrwcnarg lein.
Dtisi 10070 bta ade pcEEintaan audit dari Kcpala Dacrah atru pihek b€rw€nenS laio. lDhclcnt risk dan fsktor
ri8il(o lain tidak dipertimbangkan.
Diid denSEn F s.ntelc faktor risiko lcsuai kcEatengan Msnajellcn Rbiko Unit Kclje pcnangSungiesab
progrr.d.
Diisi dcngan jumlah gabunSan jumlah fafttor .i3iko sc6uai dcnSan kcbijalan fakor rlaiko.
Dnsi dengan gabunaan skala inhcrcnt dsk dan skala fahor rkiko diklikrn pcftcntasdrya hreinS-Ee3ing.
Diiui tct rantan atas total skafa rildko (O-f eengat rcndah, I-2 lcadeh, 2-3 acdan8, 3-4 tiDaai, 4-S sengat
tinsg).
Diisi den8aJ! reocalla frckucnli pcngawa8an scauai deDgan total rildi riBiko, .cmakin tinggi meta scmakin
Bcrttlg dilekukan pcnsawa8an.
Diisi dcn8afl Gncana tqhun dilakukan pcngati a8an,

PEI.IYUSUNAN PRIORITAS AREA PENGAWASAN KELOMPOK OPD/KECAMATAN/BUMD/UNIT KERJA LAINI.IYA
PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR

tr3)
(lt
t2l
(3)

(4)
(s)
(6)

(141

(rsl
(161

(l7l
(r8l
(le)
(20)

(21)

l22t

(e)

o)
r)

(231

l24l
(2s)

126l

BOBOT
INHERENT

RISK
NO

AREA
PENCAWASAN
(AUDITABLE

UNTT)

LEVEL
MR

(1) /12l (13) (141 (1s)t2) (3) t4t (s) 16) t7l (81 t9) (10) (l l)
OPD/Unit Keria

I Nama OPD/Unit
Keria

2 Dst. --l
pongrwa..n tcBobut Lng.ung m.qt.dl Drlorlt r E lsupu! pGrhltunfrn ,lrllony. k..ll

1

TOTAL

Tin8kat
Risiko

FrckuBensi
Pentawan

20|pt x+t X+2 X+3 X+4
Pennintaan KDH/Pihak

Bcrwenanl tain
Sksla Totsl

Risiko
(16) i7l {r8) (24t {2s) l.26) l27l(19) (20) (21) (22t (2s)

(12)

l27l
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ISU TERKINIANGCARAN
SIONIFII(ASI OPD ATAS

RPJMD
TEMUAN DAN TL, POTENSI

FRAUD, KASUS HUKI'M
BOBCIT : 20%

RISIKO INHERENT

BOBOT : 15%tsOBOT : 250l"
Nilai Risiko Skala o/o Skala Nilai Skala Nilai Skala Nilai Ska.laAncsaran

PERTIMBAN(iAN ro*^r"""\,r, *vo

Skala
: 10%

X Thn Audit
Terakhir

Skala
BOBOT :

tE;s"t"-.r I
AP|P I

FAXTOR RISIKO

Nilai
Akhir

Bobot Fektor
Risiko



Lampiran Pedoman Nomor 1O

Contoh Kertas Keq'a Pen],'r.rsunan Prioritas Area Pengawasan
Kelompok Puskesmas/ Sekolah / UPTD Lainnya

PEITYUSUNAN PRIORITAS AREA PENGAWASAN KELOMPOK PUSKESMAS/SEKOLAH/UPTD LAINI\TYA
PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Petunjuk pengisian :

(l) Diisi nomor urut area pengawasan.
(2) Diisi dengan nama Puskesmas/Sekolah/UPTD Lainnya yang ada pada Pemerintah Daerah.
(3) Diisi dengan hasil penilaian faktor-fah.or risiko keuangan.
(4) Diisi dengan hasil penilaian faktor-faktor risiko non keuangan.
(5) Diisi dengan sumber permintaan audit (bila ada), permintaan audit bisa berasal dari Kepala Daerah atau pihak berwenang lainnya (Kepolisian, Kejaksaan, Pengaduan

Masyarakat, dll).
(6) Diisi fOO% bila ada permintaan audit dari Kepala Daerah atau pihak berwenang lain. Inherent risk dan faktor risiko lain tidak dipertimbangkan.
(7) Diisi dengan gabungan bobot faktor risiko keuangan dan bobot faktor risiko non keuangan.
(8) Diisi keterangan atas total bobot risiko (O-1 sangat rendah, l-2 rendah, 2-3 sedang, 3-4 tinggi, 4-5 sangat tinggi).
(9) Diisi dengan rencana frekuensi pengavr'asan sesuai dengan total nilai risiko, semakin tinggi maka semakin sering dilakukan pengawasan.
(10) Diisi dengan rencana tahun dilakukan pengawasan.

A|,abll to.dqp.t aror poai.rr..[ yln8 Inciup.leD pcrnlntaan x,Dq/plh.k bcrtpon.ng Lln, mala rrcl
p.ngrre..n tln.brt Lntturg mcrurdl prlorlt.r rslruDua porhltunian rlrllony. L.cll

No
AREA PENGAWASAN

(AUDITABLE UNM

TOTAL
FREKLIENSI

PENCAWASAN
2oxx X+l X+2 X+3 X+4

PerminMn
KDH/Pihak

Berwcnanc lain
Nilai Total

Risiko
Tirak t
Risiko

0) (21 (3) {4) (st (6) 17t (8i (9) (10)
I Pu skesaas/ S€kolah/

UPTD l^€.innya
2 Puskesmas/Sekolah/

UPTD Lainnya
dts

34

FAKTOR RISIKO KEUANGAN

FR
I

FR
2

FR FR FR
5

FR
63 4

FAKTOR RISIKO NON KEUANGAN

FR
I

FR FR
3

FR
4

FR
5

FR
6

\PERTIMBANGAN
MAi!.aJEMEN l-AI

Bblrot r



Lampiran Pedoman Nomor 11
Contoh Kertas Ke{a
Penyusunan Usulan

Prioritas Rencana Pengawasan

PRIORITAS RENCANA PENGAWASAN
TAHUN 2O2X+I

NO. NAMA AREA PENGAWASAN
TOTAL
RISIKO JENIS PENGAWASAN KEBUTUHAN

SDM
(11 (2) (3t (4) (s)
1 Program/ OPD/ Kecamatan/

Puskesmas/ Sekolah / Unit
Ke{a/UPTD Lainnya

Audit Kine{a/Audit
Ketaatan/Evaluasi/
Reviu / Kegiatan
Pengawasan Lainnya

Program/ OPD/ Kecamatan/
Puskesmas/ Sekolah / Unit
Ke{'a/UPTD Lainnya

Audit Kine{a/Audit
Ketaatan/ Evaluasi/
Reviu/Kegiatan
Pengawasan Lainnya

J Program/OPD / Kecamatan/
Puskesmas/ Sekolah/ Unit
Ke{a/ UPTD Lainnya

Audit Kineq'a/Audit
Ketaatan/ Evaluasi/
Reviu / Kegiatan
Pengawasan Lainnya
Audit Kinerja/Audit
Ketaatan/ Evaluasi/
Reviu/ Kegiatan
Pengawasan Lainnya

Dst. Dst.

Petunjuk Pengisian :

(1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan.
(2) Diisi dengan nama Area Pengawasan Prioritas.
(3) Diisi dengan jumlah bobot risiko berdasarkan hasil penyusunan.
(a) Diisi dengan rencana jenis pengawaszrn yang akan dilakukan.
(5) Diisi dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan (lumiah hari

pengawasal).

35

2.

a. I Program/OPD/Kecamatan/

I Puskesmas/Sekolah/Unit
I Keda/UPfD Lainnya

q

I



DAFTAR AUDITABLE UNIT YANG WAJIB DIMASUKKAN DALAM PKPT (MANDATORY)

Petunjuk Pengisian :

(1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan.
(2) Diisi dengan nama Area Pengawasan Prioritas.
(3) Diisi dengan alasan area pengawasan wajib dimasukkan dalam PKPI.
(4) Diisi dengan keterangan atau dasar hukum/kebijakan atas pengawasan yang wajib dimasukkan dalam PKPT.

Lampiran Pedoman Nomor 12
Contoh Daftar Auditable Unit

Yang Wajib Dimasukkan Dalam PKPT

NO. NAMA AREA PENGAWASAN ALASAN WAJIB KETERANGAN
(1) (21 (3) (41

1 Reviu RKPD oleh APIP Amanat peraturan Permendagri Nomor 10 Tahun 2O18 tentang Reviu atas Dokumen
Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan

2 Reviu RKA oleh APIP Amanat peraturan Permendagri Nomor 10 Tahun 2O18 tentang Reviu atas Dokumen
Perencaaaan Pembangunan dart Anggaran Daerah Tahunan

3 Reviu LKPD oleh APIP Amanat peraturan Permendagri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Reviu atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

4 Audit Ketaatan pada Badan/ Dinas/OPD
Lainnya

Permintaan KDH Nota Dinas KDH Nomor...

Dst. Dst. Dst.
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DAFTAR AUDITABLE UNIT YANG TIDAK MASUK DALAM PKPT

Petunjuk Pengisian :

(1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan.
Diisi dengan nama Area Pengawasan Prioritas.
Diisi dengan alasan area pengawasan tidak dimasukkan da-lam PKPT.
Diisi dengan keterangan atau dasar hukum/kebijakan atas pengawasan yang tidak dimasukkan dalam PKPT

(2
(3
(4

Lampiran Pedoman Nomor 13
Contoh Daftar Auditable Unit

Yang Tidak Masuk Dalam PKPT

NAMA AREA PENGAWASAN
ALASAN TIDAK MASUK
DALAM PERENCANAAN

KETERANGAN

(1) (21 (3) (4)

1 Evaluasi Penyel en ggaraan Pemerintah
Daerah

Akan dilaksanakan oleh
Inspektorat Provinsi

Permendagri Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penvelenggaraan Pemerintah Daerah.

2 Pemeriksaan Dana BOSP pada SD/SMP Akan dilaksanakan oleh
Inspektorat Provinsi

Berita Acara Perencanaan Pengawasan yang akan dilaksanakan
oleh Inspektorat Provinsi pada Daerah Kabupaten/Kota

3 Dst. Dst. Dst.
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Lampiran Pedoman Nomor 14
Contoh Format PKPT

LAMPIRAN KEPI'TUSAN KEPALA DAERAH
NOMOR ,.

TANGCAL :

TET.ITANG : PENETAPAN PROCRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2O2X+I

NO AREA
PENGAWASAN

.tENts
PENCAWASAN

TU.]UAN /SASARAN
RUANC

UNCKUP
JADWAL HP

ANGGARAN
JUMLAH
LAPORAN

SARANA
DAN

PRASARANA

TTNGKAT
RISIKO

KETERANGAN
RMP RPL PJ

DALNIS/
SPV

AT Jumlah

(l) t2t (3i (4) (s) {6) t7t (8) (9) (i0i {1 1) tr2)
I Reviu LKPD

oleh APIP
Reviu Menilai kesesuaian

LKPD terhadap
SAP darr PeratLlran
t,ain

BPKPD Minggu
III
Februari
202X

Mingguv
Februari
202X

2 5 lo 15 l5 47 30.oo0.oo0,00 1 LHP Lqptop,
Printer,
ATK, DlI

Tinggl

c Program Wajib
Belajar
Pendidikan
Dasar Scmbilan
Tahun

Audit Kinerla Meoilai 3E atas
Pelaksanaan
Program Wdib
Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan
Tehufl

Dina6
Pendidikan

Minggu
I Juli
202X

Minggu
III Juli
202X

2 5 47 30.000.000,00 1 LHP Laptop,
Printer,
ATK, DII

Tinggi

3 Program
Peningkatan
Pelayanan
Publik Bidang
Perizinan

Audit
Ketaatan

Menilai kepatuhan
terhadap Peraturan

Dinas
Penanaman
Modal Dan
PTSP

MinSgu
I

Agustus
202)(

Mingtu
III
AguetuB
202X

2 5 10 15 47 30.000.000,00 T LHP taptop,
Printer,
ATK, DII

Sedang Permintaan
KDH

4 Monitoring
Tindak L.anjut
Hasil
Pemeaiksaan
BPK,
In6pektorat dan
Pemeriksaan
lainnya

Monitoring Menilai Kepatuhan
terhadap Peraturan

Seluruh
OPD

Minggu
I
Atustus
202X

MinSgu
III
Atustus
202X

I 3 5 10 10 29 25.000.000,00 1 LHP Laptop,
Printer,
ATK, DII

Tinegi

5 Dst. Dst. Dst-

Petunjuk Pengisian :

(l) Diisi dengan nomor urut area penga$/asan.
(2) Diisi dengan naEa Area Pengawasan.
(3) Dnsi dengan jenis pengawasan ,rang al(an dilakukan.
(4) Diisi dengan tujuan/saBa.ran atas jenis pengawasan yang akan dilakukan,
(5) Diisi dengan ruang lingkup peflgawasen.
(6) Diisi dcngan jadwal rencana yang akan dilakukan pengawasan (R€ncana Mulai PenugaBan da! Rencana Penerbitan taporan)
(7) Diisi dengan anggarar waku pelaksanasn penga$Boan untuk setiap jenjang jabatan.
(8) Diisi dengan anggaran dana pelalsanaan pengawasan.
(9) Dii6i dengan jumlal rencana output laporan atas hasil pengawaEan.
(10) Dii6i dengan aarana dan praaaraha yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawaaan,
(11) Diisi dengan tingkat risiko area pengawasan.
(12) Dii6i dengan keterangan lain bila dibutuhkan.
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